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ITOIIOR 14 TAIIIN z(NA TEIYTAITG

ORGAITISASI DAN TATA XTR.'A DIITAS DAERAII

Menimbang i a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan
organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung
terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaart
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan
evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas
dan fungsi;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu segera disesuaikan dengan melaksanakan
restrukturisasi organisasi perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurrf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor t4 Tahun 20Og tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Nomor O9);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian {Irmbaga Negara Republik Indonesis
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
L6g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437r, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OO8 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaal;
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5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

6. Peraturan Pemerintah Nomor lOO Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor L3 Tahun 2OO2 (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a 193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ( Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2631;

8. Perattrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

9. Perahrran Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474t1;

10. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OAT
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2A1A;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB Nomor 4 Seri
E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 2 Seri D);

IDTUTIISI(AIT:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPA?EN PAMEKASAN NOMOR 14
TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA DINAS
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf h, huruf l, dan huruf n diubah dan
setelah huruf n ditambahkan L tsatu) humf yakni hurr.f o,
sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1O

Dinas Daerah terdiri atas :

a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
d. Dinas Pertanian;
e. Dinas Peternakan;
f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Srytl;
m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaani
n. Dinas Pendapatan;
o. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dan
p. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

2. Ketentuan Pasal 13 hurrf c dan huruf e diubah sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dinas Pendidikan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah;
e. Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Luar Sekolah;
f. Bidang Ketenagaan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

3. Ketentuan Pasal L4 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagran Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Huruf c membawahi :

a. Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar;
b. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
c. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar.

(3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d membawahi :

a. Seksi Pembelajaran Sekolah Menengah;
b. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah; dan
c. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah.
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(a) Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf e membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Penilik;
b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

(5) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf f membawahi:
a. Seksi Kepangkatan;
b. Seksi Pengembangan Karier; dan
c. Seksi Pengendalian.

4. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Perindustrian;
d. Bidang Bina Perdagangan;
e. Bidang Pengembangan Pasar;
f. Bidang Perlindungan Konsumen;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b membawahi :

a. Sub Bidang Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 humf c membawahi :

a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perindustrian;
b. Seksi Bina Industri kecil dan Menengah; dan
c. Seksi Industri Tambang dan Energi.

(3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf d membawahi :

a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perdagangan;
b. Seksi Informasi Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri;

dan
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri.
(a) Bidang Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf e membawahi :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
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(5) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf f membawahi :

a. Seksi Pengawasan Ulnrran; dan
b. Seksi Pengawasan Barang.

6. Ketentuan Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f diubah
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dinas Peternakan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;
d. Bidang Agribisnis;
e. Bidang Kesehatan Hewan;
t. Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

7. Ketentuan Pasal 2O ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah
sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai beriktrt :

Pasal 2O

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c
membawahi:
a. Seksi Perbibitan dan Teknis Reproduksi;
b. Seksi Pakan; dan
c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

(3) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
humf d membawahi :

a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; dan
b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

(4) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf e membawahi :

a. Seksi Pengamatan dan Penyetdikan Penyakit Hewan
(P2H) dan Layanan Medik Veteriner;

b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Pelayanan Kesehatan Hewan (P3H) dan Pengawasan
Obat Hewan; dan

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(5) Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
membawahi:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan

Peternakan; dan
b. Seksi Sarana dan Kaji Terap Teknologi Peternakan.
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8. Ketentuan Pasal 23 huruf c sampai dengan huruf f diubah
sehinga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perikanan dan Budidaya;
d. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM;
f. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagtan Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Perikanan dan Budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf c membawahi :

a. Seksi Budidaya;
b. Seksi Pembenihan; dan
c. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan.

(3) Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
membawahi:
a. Seksi Perikanan Tangkap;
b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya

Laut dan Pesisir.
(4) Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf e membawahi :

a. Seksi Pelayanan Data dan Informasi; dart
b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.

(5) Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf f membawahi :

a. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil; dan
b. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

1O. Ketentuan Bagran Ketujuh Pasal 25 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketttfuh
Dtnes PckerJaan Uuum Btna farga

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Operasional;
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d. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

1 1. Ketentuan Fasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagtan Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c membawahi :

a. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah
Sempadan; dan

b. Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan.
(3) Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf d membawahi :

a. Seksi Peningkatan Jalan; dan
b. Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan.

(4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf e membawahi :

a. Seksi Pemeliharaan dan Legger Jal,an; dan
b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

12. Ketentuan Pasal 27 ht:ruf b dan huruf f diubah sehingga
Pasal 27 berbunyi sebagai beriktrt :

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perhubungan Darat;
d. Bidang Pengqiian Kendaraan;
e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
f. Bidang Perhubungan Laut;
g. Bidang Komunikasi;
h. Bidang Pengelola Data Elektronik;
i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
j. UPTD.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5) huruf a diubah
sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hunaf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagran Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.



8

(2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf c membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas;
b. Seksi Angkutan Darat; dan
c. Seksi Bimbingan Keselamatan Ketertiban.

(3) Bidang Pengqiian Kendaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 hurrf d membawahi :

a. Seksi Administrasi Pengujian;
b. Seksi Teknis Pengqiian; dan
c. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Pengujian.

(a) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e
membawahi:
a. Seksi Pengembarlgan Sarana dan Prasarana; dan
b. Seksi Perbengkelan dan Modilikasi.

(5) Bidang Perhubungan l"aut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf f membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas dan Anglortan Laut;
b. Seksi Kepelabuhan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan l"aut.

(6) Bidang Komunikasi seb'ga,imana dimaksud dalam Pasal
27 fu:ruf g membawahi :

a. Seksi Pembinaan Media Komunikasi; dan
b. Seksi Penerangan Masyarakat.

(7) Bidang Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf h membawahi :

a. Seksi Data Elektronik;
b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan
c. Seksi Fromosi.

14. Ketentuan Bagtan Kesebelas Pasal 33 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagfsll Kescbetras
Dlnas Kepcndudukan daa Pensatatan Stptl

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Pencatatan Sipil;
e. Bidang Informasi Perkembangan Penduduk;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

15. Ketentuan Pasal 35 huruf e diubah sehingga Pasal 35
berbunyi sebagai berilmt :

Pasal 35

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudaya€rn terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemuda;
d. Bidang Olah Raga;
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e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

16. Ketenhran Pasal 36 ayat (2) huruf a diubah dan setelah
huruf b ayat (4) ditambahkan 1 (satu) hurrf yalcni huruf c
sehingga Pasal36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagtan Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf c membawahi :

a. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
b. Seksi Pemberdayaan Pemuda.

(3) Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf d membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga; dan
b. Seksi Pembinaan Atlet dan Pelatih.

(a) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf e membawahi :

a. Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-nilai Tradisional;
b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
c. Seksi Pengembangan Pariwisata.

17. Ketentuan Bagian Ketiga Belas dan Pasal 37 huruf c sampai
dengan humf f diubah sehingga berbunyi sebagai berilimt :

Baglln Ketlga Belas
Irinas Pendepatan

Pasal 37

Dinas Pendapatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. Bidang Akuntansi dan PelaPoran;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huntf
b membawahi :

a. Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagtan Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
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(2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c
membawahi:
a. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pqiak I;
b. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak II;

dan
c. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pqiak

m.
(3) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf d membawahi :

a. Seksi Penagihan dan Keberatan PAiak I;
b. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak II; dan
c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak III.

(a) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak I;
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III.

(S)Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
datam Pasal 37 huruf f membawahi :

a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli
Daerah;

b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan;
dan

c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya
yang Sah.

19.Di antara Bagtan Ketiga Belas dan Bagian Keempat Belas
disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Ketiga Belas A dan
Bagian Ketiga Belas B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Baglaa Kstlga Belas A
Diaas Pe&erJaaa Umum Peagalraa

Pasal 38A

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air;
d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air;
e. BidangPengendalian Operasional;
f. Kelompok Jabatan Ftrngsional; dan
g. UPTD.

Pasal 388
(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A

huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagran Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(21 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38A huruf c membawahi :

a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air
Permukaan; dan

b. Seksi Pengembangan Air ?anah.
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(3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf d
membawahi:
a. Seksi Konservasi Sumber Daya Air; dan
b. Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai.

(41 Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38A huruf e membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi; dan

b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Sarana
Pengairan.

Bagtan KetrSa Belas B
Dtras PekerJaal Umum Ctpta lIarya

dan Tata Ruaag
Pasal 38C

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri
atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan;
d. Bidang Pemberdayaan Permukiman;
e. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

Pasal 38D

(f) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C
huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

{2} Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C hurrf c membawahi :

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan.

(3) Bidang Pemberdayaan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C huruf d membawahi :

a. Seksi Peningkatan Lingkungan; dan
b. Seksi Pengendalian dan Bina Lingkungan

Permukiman.
(a) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38C huruf e membawahi :

a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
b. Seksi Pengendalian Perumahan, Tata Bangunan dan

Tata Konstruksi.
(5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38C hunrf f membawahi :

a. Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
b. Seksi Pertamanan.
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20.Di antara Bagian Keempat Belas dan Bagian Kelima Belas
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat Belas A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Baglan Keempat Belas A
Eselonisasi
Pasal 39A

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD

merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan Jabatan

Struktural Eselon IVb.

2l.Ketentuan dalam Lampiran II, III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII dan
XIV diubah dan ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni
Lampiran XV dan Lampiran XVI sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,

di Pamekasan
18 Juli 2Ol3

ARIS DAERAH
PAMEKASAN,

KUSNADI

Plt. SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 4



BAGAI{
STRTTKTI'R ORGAITISASI

DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KAEIUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2Ol3

SEKRETARIS
DAERAH

UPTD

SUB BAGTAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH

SEKSI
PENDIDIKAN ANAK

USIA DIM

.ACHMAD SYAT'II



BAGAN
STRI'KTT'R ORGAITISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAI{

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2OL3

SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN
PERENCANAAN



BAGAI{
STRIIKTUR ORGANISASI

DINAS PEtrERITAI(AN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2OL3

SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGTAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG BUDIDAYA
DAN PENGEMBANGAN

TERNAK

BIDANG
AGRIBISMS

BIDANG
KESEHATAN HEWAN

BIDANG
SUMBER DAYA DAN

SARANA PETERNAKAN

SEKSI
PERBIBITAN DAN

TEKNIS
SEKSI

PERIZINAN DAN
BINAUSAHA

SEKSI
P2H DAN LAYANAN
MRNIT VtrTE',I?INf,'.P

SEKSI
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYADAN
KELEMBAGAAN
PETERNA]$N

SEKSI
PAKAN

SEKSI
PENGOI,AHAN

HASIL DAN
PEMASARAN

SEKSI P3H DAN
PENGAWASAN OBAT

HEWAN

L
SEKSI

SARANA DAN KA"[
TERAPTEKNOLOGI

PETERNAKAN

SEKSI
PEI.IYEBARAN DAN
PENGEMBAT.IGAN

TERNAK

SEKSI
KESEHATAN

MASYARAKAT
VETERINER

BUPATI PAMEKASAN,



BAGAI{
STRIIKTT'R ORGAITISASI
DIITAS PERIKAITAN DAI{

ITTLAUTAIT

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JUNI 2013

SEKRETARIS
DAERAH

BUPATI

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PELAYANAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

UPTD

BUPATI PAMEKASAN,



BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DIIYAS PEKTR.IAAIT UMUM
BINA MARGA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEI(ASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL: 24 JUNI 2OI3

SEKRETARIS
DAERAH

BIDANG
PENINGKATAN JAI,AN

DANJEMBATAN



BAGAI{
STRI'KTUR ORGAI{ISASI

DII{AS PERIIITBUIIGAtrI, KOMUNTTTASI
DAil INFORMATIITA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2O1:
TANGGAL: 24 JUNI 2O13

KEPALA DINAS

BIDANG
PENGUJIAN
KENDARAAN

BIDANG
SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN DARAT
BIDANG

KOMUNIKASI

SEKSI
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN LAUT

SEKSI
PEMBINAAN MEDIA

KOMUNIKASI

SEKSI
TEKNIS PENGUJIAN

SEKSI
PERBENGKELAN DAN

MODIFIKASI

SEKSI
PENERANGAN
MASYARAKAT

SEKSI
PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN

PENGUJIAN



BAGAN
STRI'KTT'R ORGANISASI

DIITAS IITPEITDIIDI'KAT{ DAIT
PEITCATATAI{ SIPIL

I.*A.MPIRAN XII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

BUPATI

BIDANG
INFORMASI

PERKEMBANGAN
PENDUDUK

BIDANG
PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG
PENCATATAN SIPIL

SEKSI
PERKAWINAN,

PERCERAIAN DAN
PENGANGKATAN,

PENGAKUAN SERTA
PENGESA}IAN ANAK

SEKSI
PENGELOLAAN DAN

PENYAJTAN DATA
PENDUDUK



BAGAN
STRI'KTT'R ORGANISASI

DINAS PEUI,DA, OLt$r RAGA DArt
I(TBIIDAYAAN

SEKSI
PENGEMBANGAN

ORGANISASI PEMUDA

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2Ol3

SEKRETARIS
DAERAH

SEKSI
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN

OLAH RAGA

SEKSI
PEMBINAAN ATLET

DAN PELATIH

BUPATI

BUPATI PAMEKASAN,



BAGAIII
STRT,KTUR ORGANISASI

DIITAS PEITDAPATAI{

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

SEKRETARIS
DAERAH

SEKRETARI,AT

SUB BAGTAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN
PA.'AT I

SEKSI
PENDATAAN,

PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN P,\JAK I

SEKSI
PENDATAAN,

PENDAFIARAN DAN
PENETAPAN PA.JAKII

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDAUAN
PA.JAK II

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN
PAJAK III

SEKSI
PENDATAAN,

PENDAFTAMN DAN
PENETAPAN

PA.]AK III

BUPATI PAMEI(ASAN,



BAGA"IT
STRUKTUR ORGAIVISASI

DINAS PEKER.'AAN UMUM
PENGAIRAN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2OL3

SEKRE"TARIS
DAERAH

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYAAIR

BUPATI PAMEKASAN,



BAGAN
STRI'KTIIR ORGAITISASI

DINAS PEI(TR.TAAIT I'MTIM
CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG

LAMPIRAN )ilN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2AL3

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SEKSI
KEBERSIHAN
LINGKUNGAN

BIDANG
TATA RUANG DAN

BINA KAWASAN

BIDANG
PERUMAHAN DAN
TATA BANGUNAN

SEKSI
PENYEHATAN

LINGKUNGAN DAN
BINA KAWASAN


